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KEPLTFUSAN

ME fJl'EF. I PE NI) n) IKA N D ulh, F'Ell Uti/r y Al,N
R.EFUBLTE{ I}IDOFN'S IA

N0r\ton 0315tc!/r9e5

TEFTTAI{G

Prrln{E UKAAN DAN pfrNtrctrRrAN SriKOt.AH
T'A filJll I"t-I,A.tAtrlr\N i 914i I 99S

N'!iii.l? r-r:-: i,itnrllii,ril{:\ t;:r, , r."ERtj}A..0 ,.{Ai\,

bahvra i,rntrrlr rlerrli:"il,inx rreiai{sairaan wajib belajar pencridikan dasat 9
tahun clan nienirtgkatkair daya tampung bagi lulusan Sekolal Lapigtan'l'ingkar Pertanra (sl.l-p), dipandang perlu menerapkan pembukaan dan
penegerian sek<ilah rahun -pelajaran Lgg4lIgg5.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 19g9;

2. Perahrran Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990:
b. Nomor 28 Tahun i990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;

3. I(eputusan Prcsiden Republik Inclonesia :

Menimbang

Mengingat

-a

Nomor 44 Tahun lg74;
l'Iomor 15 Tahun 1984 sebagaimarra ieiair i-reberapa kari
diLrbah tcrakhir derig.an Keirurusan presiden Repubrik
Inr{oncsia Nornor 6l f'ahun 1995;
Nonror 96/M Tahun Lg93;
Nomor 16 Tahun 1994 ,cebagainrana terah diubair dengan
Keputusan Presiclen Repubrik Indonesia Nomor 24 Tahtrn
1995;

4. Keputusan hdenteri pendidikan dan Keburlayaan :

a.

b.

d.

F

a.

b.

c.

d.

e.

f.
ob.

Nr:mor V295/Oll97B;
Nomor 0370/0/1978;
Nonror A37llA/1978:
Nomor 090/Ofi979;
Nomor 0222btOlt980:
Nomor 087/0/1983;
Nomor AfiZlOl1983:

h. Nomor 01?3/0/1993;
i. Nomor 02621O1t984;
j Nomor 0248/lJ/t985;



.
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Apararur Negara dengan surat

Nomor 9-127311195 tanggal 20 Oktober 1995.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 19941T995,

Pasal I

Menrbuka Taman Kanak-kanak (I1"), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Urnum (SlvtA), dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran

199411995 di beberapa Propinsi di lndonesia sebagaimana tercantum dalam

l.ampiran I Kepurusan ini.

{\, (1)

(2)

Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi,
serta struktur organisasi TK,
sebagaimana dimaksud dalam

sebagaimana ditetapkan dalam
Kebudayaan :

a.- Nomor 02961011978;
b. Nomor 0370lOll978;
c. Nomor O37llOll978;
d. Nomor 09OlOlL979.

susunan organisasi dan tata kerja

SMP, SMA, dan SMK Negeri
Pasal 1, masing- masing adalah

Keputusan Menteri Pendidikan dan

Strukrur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam l-ampiran II
Kepurusan ini.

U.
Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian

sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang berada di wilayahnya
masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi

dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam

kolom 7 lampiran I Kepuhrsan ini.



Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a. TK
b. SMP
c. SMA
d. SMIK
e. SMKK

Negeri
Negeri
Negeri
Negeri
Negeri

92 buah;

8.991 buah;

2.460 buah;

30 buah;

88 buah;
43 buah;

175 buah;
f. SMT Pertanian Negeri

s. STM Negeri
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasai 6

Keputusan ini mulai berlakr pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro
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SALINAN

L
2.

3.

4.
5.

6.

7

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Ilukum dan Hubungan Masyarakat
Delrrrtemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Baclan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan clatam tinglarngal
Departemen Pcndidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal. Sckretari-- Inspkiorar iend,rri dan Sckretaris
Badan Penelitian dan Pengembanqan Fendidikan dan Kebuclayaap dalam
linglnrirgan Deparlerncn Pendidikan dan liebutlayaan;
Kepala Biro, Direktur, Kepala [\.rsat r]an Direktur Utama Perurn Balai pustaka
dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebuclayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi;
Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
Komisi IX Dervan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.s
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